SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS
BAGI GURU NONPEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa tahapan penyaluran tunjangan profesi dan
tunjangan khusus guru nonpegawai negeri sipil
dilaksanakan secara akuntabel dan berbasis elektronik
serta terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsi unit
organisasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;

b. bahwa untuk melaksanakan tahapan penyaluran
tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru
nonpegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu melakukan perubahan Peraturan Sekretaris
Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan

Khusus Bagi Guru Nonpegawai Negeri Sipil;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran
Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru

Nonpegawai Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5016);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1080);




Menetapkan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32

Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1167)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Tahun 2020 Nomor 1145);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI
GURU NONPEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan
Tunjangan Khusus Bagi Guru Nonpegawai Negeri Sipil diubah

sebagai berikut:



Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud

dengan:

L.

Guru yang berstatus nopegawai negeri sipil yang
selanjutnya disebut Guru Non-PNS adalah pendidik
yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil
dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah.

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk
memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang
meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-
kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah
dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama
(SMP), sekolah menengah pertama luar biasa
(SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah
menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas
luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar
Negeri.

Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan
kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik
sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan
kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan
hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di
daerah khusus.

Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau
terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat
yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara
lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana
sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan

darurat lain dan/atau pulau-pulau kecil terluar.



10.

11,

12,

13.

Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat
Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang
dikelola  oleh  Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan,
peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan
substansi pendidikan yang datanya bersumber dari
satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui
secara online.

Sistem Informasi Manajemen Tunjangan yang
selanjutnya disebut SIM-Tun adalah sistem
aplikasi mengenai manajemen tunjangan pada
laman https//simtun.gtk.kemdikbud.go.id.

Info Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya
disebut Info GTK adalah sistem aplikasi mengenai
informasi Guru dan Tenaga Kependidikan pada
laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id.

Sistem Informasi Manajemen Pembayaran yang
selanjutnya disebut SIM-Bar adalah Sistem Informasi
mengenai manajemen pembayaran pada laman
https://simbar.gtk.kemdikbud.go.id.

Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan yang
selanjutnya disebut SIM-Antun adalah sistem
aplikasi mengenai informasi manajemen aneka
tunjangan pada https://antun.gtk.kemdikbud.go.id/
login.php.

Dinas adalah Dinas yang menangani urusan
pemerintahan pendidikan pada Pemerintah Daerah
Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang
selanjutnya disebut Puslapdik adalah unit organisasi
Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di

bidang layanan pembiayaan pendidikan.



14.

15:

16.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah
unit organisasi eselon I Kementerian yang menangani
urusan guru, pendidik lainnya, dan tenaga
kependidikan.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut.

Pasal 5
Guru Non-PNS diberikan Tunjangan Profesi
dan/atau Tunjangan Khusus setiap bulan.
Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-
PNS diberikan dalam bentuk uang melalui rekening

bank penerima tunjangan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6

sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6

Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Non-PNS

yang memenuhi persyaratan penerima Tunjangan

Profesi.

Guru Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak termasuk:

a. guru pendidikan agama yang diangkat dan
Tunjangan Profesinya dibayarkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama;

b. guru yang telah berstatus sebagai pegawali
pemerintah dengan perjanjian kerja; dan

c. guru pada satuan pendidikan kerja sama.



4. Pasal 14 dihapus.

5. Ketentuan Lampiran [ dan Lampiran II diubah
sebagaimana  tercantum dalam = Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Sekretaris Jenderal ini.

Pasal II
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2022
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD,

SUHARTI

)

3 /l ni
210221988032001



SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETRARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETRARIS
JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG  PETUNJUK  TEKNIS
PENGELOLAAN PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI
DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU NONPEGAWAI
NEGERI SIPIL

TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS

GURU NONPEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Tujuan Penyaluran

1.

Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru Non-PNS bertujuan untuk
memberikan penghargaan atas profesionalitas Guru Non-PNS sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran Tunjangan Khusus bagi Guru Non-PNS bertujuan untuk
memberikan kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam
melaksanakan tugas di Daerah Khusus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

B. Pesyaratan Penerima Tunjangan

1.

Persyaratan Penerima Tunjangan Profesi

Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;

b. tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

c. memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari
pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi
Guru Non-PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah;



memiliki surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi

guru tetap Yayasan,;

memiliki penghasilan tetap dari pemerintah daerah atau Yayasan

sesuai kewenangan,;

aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif

membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi

informatika dan komunikasi, pada satuan pendidikan yang sesuai
dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki;

memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh

Kementerian;

memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, kecuali bagi yang:

1) mengikuti program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) dengan pola Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) dengan ketentuan Diklat di dalam/luar negeri
dilaksanakan paling banyak 600 (enam ratus) jam atau
selama 3 (tiga) bulan dan mendapat izin/persetujuan dari
Dinas setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru
pengganti yang relevan;

2) mengikuti program pertukaran Guru Non-PNS dan/atau
kemitraan, serta mendapat izin/persetujuan dari Dinas
setempat/penyelenggara satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru
pengganti yang relevan; dan/atau

3) bertugas di Daerah Khusus;

memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”

untuk setiap unsur penilaian; dan

tidak terikat sebagai tenaga atau pegawai tetap pada lembaga atau

satuan pendidikan lain.

2. Persyaratan Penerima Tunjangan Khusus

a.

Guru Non-PNS penerima Tunjangan Khusus harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan
dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang

ditunjuk bagi Guru Non-PNS di satuan pendidikan yang



diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

2) memiliki surat keputusan pengangkatan penyelenggara
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
bagi guru tetap Yayasan;

3) memiliki NUPTK;

4) tercatat pada Dapodik;

5) bertugas pada satuan pendidikan di Daerah Khusus yang
ditetapkan oleh Menteri,

6) aktif mengajar; dan

7) tidak merangkap sebagai tenaga atau pegawai tetap pada
lembaga atau satuan pendidikan lain.

b. Guru Non-PNS penerima Tunjangan Khusus yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus
diusulkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kuota

Tunjangan Khusus dari Direktorat Jenderal.

C. Besaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus

L.

Penerima Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus Guru Non-

PNS tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat dan Guru Non-PNS di satuan pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diberikan:

a. setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat
keputusan inpassing atau penyetaraan setiap bulan bagi yang
telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan; dan

b. sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap
bulan bagi yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan.

Dalam hal Guru Non-PNS memperoleh Surat Keputusan (SK) Inpassing

atau Penyetaraan pangkat dan jabatan pada tahun berjalan maka

besaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sesuai
dengan yang tertera pada surat keputusan inpassing atau penyetaraan
dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Besaran Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan

angka 2 berdasarkan SIM-Tun.

Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan

angka 2 berdasarkan SIM-Antun.



S.

Besaran Tunjangan Profesi dan/atau Tunjangan Khusus sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dikenakan pajak penghasilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-

PNS

Gambar 1.

Input dan/atau \;ahdatsx dan
PembaruanData  |r— }_f?ne apan
Guru Non-PNS enerima

Tunjangan

v

Pembayaran 3 Tunjangan
Tunjangan diterima

Input dan/atau Pembaruan Data Guru Guru Non-PNS

a.

Guru Non-PNS didampingi operator sekolah menginput dan/atau
memperbarui data Guru Non-PNS melalui Dapodik.

Guru Non-PNS yang bersangkutan harus memastikan data
terinput dengan benar.

Data yang diinput dan/atau diperbarui terutama data mengenai
satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa
kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian.

Guru Non-PNS harus memastikan kesesuaian data yang diinput
dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
Kebenaran data yang telah diinput dan/atau diperbarui menjadi
tanggung jawab Guru Non-PNS yang bersangkutan.

Penginputan dan/atau pembaruan data Guru Non-PNS harus
dilakukan setiap terjadinya perubahan kondisi data Guru Non-
PNS yang bersangkutan.

Data Guru Non-PNS yang telah diinput dan/atau diperbarui pada
Dapodik diverifikasi dan validasi oleh Guru Non-PNS yang
bersangkutan.

Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data Guru
Non-PNS pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi

Guru Non-PNS.






